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ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pasal 303 ayat (3)
menegaskan setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya
tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu ditambah
besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi segala
peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan
oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala
peraturan lainnya. Perjudian Togel ini membuat masyarakat di Kecamatan
Kutalimbaru menjadi malas bekerja serta menimbulkan dampak meningkatnya
Kriminal serta kejahatan-kejahatan di daerah wilayah hukum Polsek Kepolisian
Kecamatan Kutalimbaru sehingga dalam hal ini Kepolisian Polsek Kecamatan
Kutalimbaru sangat diharapkan peran aktif dan tanggungjawab sebagai Penegak
Hukum ditengah masyarakat untuk menegakan hukum dalam upaya
pemberantasan perjudian di tengah masyarakat.

Dilatarbelakangi dengan uraian tersebut di atas, peneliti memberikan suatu
perumusan masalah sebagai berikut : (1) Apa penyebab munculnya kejahatan
tindak pidana perjudian di kecamatan Kutalimbaru ? (2) Bagaimana peran
penyidik Polri dalam memberantas perjudian dalam lingkungan masyarakat
ditinjau dari kriminologi ? dan (3) Bagaimana penegakan hukum dalam
pemberantasan tindak pidana perjudian ?

Menjawab perumusan masalah di atas, penelitian ini berdasarkan dengan
hukum positif, dan hukum empiris, maka metode dengan meggunakan pendekatan
hukum normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan
penegakan hukum dalam pemberantasan perjudian serta pendekatan hukum
empiris maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa 1). Penyebab terjadinya
tindak pidana perjudian di kecamatan Kutalimbaru kabupaten Deli Serdang
disebabkan oleh kondisi perekonomian yang kurang, kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap ajaran agama, adanya keadaan yang tidak menentu dari
permainan judi itu sendiri dan kondisi lingkungan yang membiasakan atau
setidaknya mengajak masyarakat untuk melakukan judi; 2). Peran Penyidik Polri
dalam memberantas perjudian adalah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk
melakukan penaggulangan terhadap praktek perjudian ditempuh dengan meliputi
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upaya prevemtif, preventif dan represif. Pertama, upaya prevemtif dilakukan
melalui usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
seperti, penyuluhan hukum. kedua, upaya preventif ini dilakukan melalui
peningkatkan intensitas patroli dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui
pemberian informasi telah terjadinya tindak pidana perjudian. Upaya represif pun
dilakukan dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin yang dimaksudkan untuk
menangkap dan selanjutnya memproses para pelaku perjudian sesuai dengan
presedur hukum yang berlaku, dan 3). Penegakan hukum Kepolisian Kutalimbaru
ini kurang berhasil dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh berbagai kendala,
yakni kurangnya jumlah personil Kepolisian, kurang memadainya sarana dalam
pelaksanaan tugas, belum adanya kerja sama antara institusi terkait, bentuk
perjudian yang bersifat parsial, kurangnya partisipasi masyarakat dan sebagainya.

Dalam hal ini para tokoh agama, adat, pemerintah, instansi setempat
maupun Polri sebagai penegak hukum hendaknya memberikan pemahaman serta
membimbing masyarakat melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap
instansi sehingga dapat meminimalkan munculnya kejahatan tindak pidana
perjudian. Hendaknya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana
perjudian sebagaimana di tegaskan Pasal 303 ayat | KUHP agar ditaati oleh pihak
masyarakat maupun penegak hukum menaati aturan tersebut dengan didukung
pertambahan jumlah personil Kepolisian di Polsek Kutalimbaru sehingga
memadai sesuai dengan sarana dalam pelaksanaan tugas serta perlu adanya
kerjasama antara institusi terkait serta perlunya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci :
- Pemberantasan
- Tindak Pidana
- Perjudian

UNIVERSITAS MEDAN AREA ii



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena kebaikan-Nya dan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian guna
memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas
Medan Area di Medan.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu memberikan dorongan
moril; baik berupa saran, pendapat maupun tanggapan/kritikan yang sifatnya
membangun guna perbaikan materi yang akan disajikan. Ucapan terima kasih
secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H.A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan
Area;

2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, Selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Medan Area;

3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;

4. Bapak Arif, SH, M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis
Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah
merelakan waktu dan kesempatan untuk mendorong dan memotivasi sehingga
penelitian dapat terselesaikan;

5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah
memberikan motivasi yang sangat besar, sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

6. Bapak dan Ibu para Dosen pada Program Pascasarjana Magister Hukum

Bisnis Universitas Medan Area.

UNIVERSITASMEDAN AREA v



Ucapan istimewa untuk orang-orang terdekat yang mendukung dalam
menyelesaikan tesis ini :

1. Keluarga yang terkasih istri saya Yuliarta Nainggolan, yang senatiasa
memberikan dukungan dan doa, serta kedua buah hatiku Exaudia Tampubolon
dan Teffilah Tampubolon yang selalu menjadi penyemangat dalam keseharian.

2. Orang tua yang terkasih Drs. H. Tampubolon dan P. B. Simatupang yang telah
yang senantiasa membawa saya dalam doa.

3. Kombes Pol. Drs. Iman Margono selaku Kapoltabes Medan pemimpin penulis
di Poltabes Medan dan sekitarnya.

Akhirnya kata penulis sadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari
kesempurnaan tapi satu hal yang penulis rangkumkan bahwa sumber dari segala
ilmu pengetahuan dan hikmat adalah Takut akan TUHAN, untuk itu bagi pembaca

penulis berharap saran serta kritik demi kesempurnaan tesis ini.

Medan, Mei 2010
Penulis,

Josua Tampubolon
NPM : 08 180 3020

UNIVERSITAS MEDAN AREA vi



DAFTARISI

Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK ...ttt e s et e i
ABSTRACT ... ot S s 5580 it s ss s s ssssnenunns iii
KATA PENGANTAR ZG#'6. N8 SR & ¥ W SN ... ............... v
DAFTARISI ... /0N A" . .. i N O N, ..........c.... vii
BAB I PENDAHULUAN ...ttt 1
1.1. LageBelakanp st . 5. & NN nnm W . ........ 1
1.2. Perumusan Masalah ..o 12
1.3. Tujuan Penelitian ............c.ccoeiienieneiiieiieiece et e 2
1.4. Manfaat Penelitian ...........ccccooiiiiiiiiiiiininiinceeeceeeeene 13
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi ........cccceceneiiiieninninciccienccennen. 14
1.5.1. Kerangka TeOTT ......cccceerieieriiiiiinienienienie et 14
1.5.2. Kerangka Konsepsi ........cccceeveereiieuinnneenniennesneesnenneens 30
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN ......ccoooiiiiiincnencceeieeeeeeenens 33
2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Sistem Peradilan
Pidana ......ccoooiiiiiiie et 33
2.2. Penanganan Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan ....... 53
2.3. Polri Sebagai Penyidik .......ccccoceeieenineniennniinesesieceeceeneenen 65
2.3.1. Pejabat Penyidik .......ccccoceeviiniiniiniiniiienietreeeeene 66

UNIVERSITAS MEDAN AREAVvii



2.32. Penyidik Pembantu ..........ccccooeeieniiininriiicninee e 67

2.3.3. Kewenangan Penyidik Pembantu Berdasarkan

Perintah Penyidik .......ccccoooeeiiieiiieiieiiecceeceeceeeeens 70

2.4. Tinjauan Teoritis Tentang Krimonologi .........cccccececveeeveennnne.. 71

BAB III METODE PENELITIAN ......ccocoiiiiiiiiinctncnccieteceeeeans 84
3.1. Spesifikasi Penelitian ...........ccccoeceverirnieninnenincereeieeeenes 84

3.2. Lokasi Penelitian .........c..ccccocemeniiiieniicnnnincncnieneneesceeenees 84

3.3. Teknik Pengumpulan Data .........cccoceviiieeiiniinieie e 85

3.4. AlatPengumpulan Data .........ccccceiiiiininniinniniiiiinccnienennen. 87

3.5. Analisis Data ..c.occociiiiiiniiiniiincinin e 88

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..., 89

4.1. Deskripsi Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. 89

4.2. Penyebab Munculnya Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Di
Kecamatan Kutalimbaru ..........cccoocovieiiiiiiiniiinicececceee, 95

4.3. Peran Penyidik Polri Dalam Memberantas Perjudian Dalam

Lingkungan Masyarakat .............cccceeeeiieniieniieieeiesre e, 100
4.4. Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Perjudian ....... 0 oW B ae st cxssaaasn e snssansace 107
BABV KESIMPULAN DAN SARAN ..ot 116
5.1, KeSimpulan .......ccc.ceceeevieniiniinnienienenienteseeseseeseessesaeessesaens 116
5.2, SATAN oottt ee e e ar e e e ae e e aae e e aaaaean 117
DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSI TAS MEDAN AREAviii -



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pasal 303 ayat (3)
adalah :4

Setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya
tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau menungkinkan itu
ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga
meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan
lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan
itu, demikian pula segala peraturan lainnya.'

Permainan judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa ketagihan
yang akhirnya dapat menghabiskan harta benda dan akhimya mendorong untuk
melakukan kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarangnya dengan
ancaman pidana Pasal 303 dan untuk perjudian ringan dalam Pasal 542.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 KUH Pidana menyebutkan 2
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda

sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barfang siapa

dengan tidak berhak :

le. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi
kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan
main judi;

2e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada
umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun

' Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1986 halaman 221 — 223,
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ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai
kesempatan itu.
3e. turut main judi sebagai pencaharian

(2) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat dia dipecat
dari jabatannya itu.

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan
pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-
untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadio bertambah besar karena
kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak
diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga
segala pertaruhan yang lain-lain. (KUHP 35, 37, 542).

Yang menjadi objek disini ialah Permainan Judi dalam bahasa asingnya
hazardspel. Bukan semua permainan masuk hazardspel. Yang diartikan
hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat
menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau
pengharapan itu jadio bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.’
Yang dimaksud juga hazardspel ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan
atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau
bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain,® yang biasa disebut
judi ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette,
bakarat, keeping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain. Juga masuk
totalisator pada pacuan kuta, pertandingan sepak bola dan sebagainya yang tidak

termasuk hazardspel misalnya : domino, brigde, ceki, koah, pei dan sebagainya

vang biasa dipergunakan untuk hiburan.

? pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana
* Penjelasan Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana
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